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KEGIATAN BANK DALAM PENGHINIPUNAN
DANA MASYARAKAT e

i;,  Oleh: Made Kammz SH, MH

g _alam berbagai teksbook yang lama, selaln d}kemukakan bahwakeglatan
- utama dari ‘suatu Bank adalah mengh1mpun dana dari’ masyarakat dan

menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Kegxatan_

pemberian krecht bag1 Bank-bank di Indonesza masih merupal{an sumber
pendapatan utama bagl Bank, yaitu berupa bunga kredit.

- Definisis  mengenai Bank dalam Undang—Undang Nomor 10 Tahun 1998
Tentang perubahan atas Undang~Undang Nomor 7 Tahun 1992 didasarkan
pada persepsi mengenai fungsi Bank sama seperti fungsinya yang
tradisional itu. _

Menurut Pasal 1 angka?2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut
Banlk adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
s;mpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk krecht dan

atan bentuk-bentuk lamnya dalam rangka menmokatkan taraf h:dup rakyat_

banyak _

Pungs; utama Bank adalah menghzmpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dapat diketahui pula
dari ketentuan Pasal 3 Undan g-undang tersebut yang berbunyi: Fungsi utama
perbankan adalah sebagai penghimpun dan pcnyalur dana masyarakat'. -

‘Sampai sekarang pendapatan utama dari suatu Bank memang dari operasi
perkreditannya. Namun operasi perkreditan itu hanyalah mungkin dapat
dilakukan oleh suatu bank apabila Bank itu memiliki dana yang cukup. Dana
tersebut justru sebagian besar berasal dari dana masyarakat yang dihimpun
oleh bank untuk disimpan di Bank tersebut.

Menurut keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/146/KEP/DIR
Tanggal 12 November 1998 suatu Bank umum diwajibkan untuk menyediakan
modal minimum hanya sebesar 4% dari asset tertimbang menurut resiko
(ATMR) dari bank tersebut® . Dengan kata lain bahwa sebagian besar dana
untuk melaksanakan operasional perkreditannya berasal dari dana simpanan
masyarakat.

' Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
* Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 3/146/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998
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. berdasarkan kepercayaan masyarakat mempunyal peranan dan pos1s1 yang
- strategis dalam pembangunan ekonomi. Fungsi utama bank adalah menghunpun
dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyazakat dalam bentuk .
- kredit. Deregulasi sektor perbankan telah membawa - dampak berupa
_perkembanoan yang pesat( dalam industri | perbankan, baik dari segi 1jumlah bank

E -;maupun volmnexealatanusahanya. Dengandennkzanm'ﬁca senapbankdﬁuntut e

impu-bersaing dalam penghimpunan dana masyarakat dan

.':men éiﬁrkannya kembali kepada masyara}\at Berbagau jasa perbankan dan . .

- 'produk-perbankan dﬂcelu_ an guna ‘menarik nasabah sebanyak mungkm
dxantaranya melalm penin gkatan terhadap pelayanan Bank bempa pembenan
1ga simpanan yang cuknp tinggi dan insentif lamnyabagl nasabah penyimpan
ciana baik bempa hadiah undian, fasilitas yang berupa kemudahan tarik/ setor
dananasabah serta penggunazn teknoiogl canggih untuk menunjang berbagaa
kegxatan tersebut.

Sejalan dengan perkembangan terscbut, tmdak pldana dlb;dang peroankan
cenderunﬁ semakin meningkat khususnya ke giatan menghlmpun dana dari
masyarakat, baik yan g dllaklﬂ{an oleh Bank itu sendiri 'maupun lembaga-lembaga
keuangan lamnya yangt ‘bukan bank. Dilain pzhak penchlmpunan dana magyarakat
sangat dibitahkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Namun
tidak jarang penyimpangan banyak dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk
tjuan memperkaya diri dan atau kelompoknya secara melawan hukum tanpa
memperhatikan kepentingan atau hak-hak orang banyak. '

~Tindak Pidana dimaksud dapat dilakukan oleh pengurus Bank, Pegawai
Bank pemilik/pemegang saham Bank, nasabah Bank dan masyarakat umum
baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk grup atau
kelompok.

Mengingat pentingnya kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam
pembangunan ekonomi, maka keberadaan lembaga keuangan memerlukan
landasan dan ketentuan yang mengatur dan berlaku di bidang perbankan
sekaligus merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh Bank maupun
lembaga-lembaga lain yang bergerak dibidang keuangan dalam melaksanakan
kegiatan usahanya sehari-hari.

Selain dari itu diperlukan juga ketentuan-ketentuan pidana yang diharapkan
dapat menjadi rambu-rambu bagi pengelola Bank, agar mekanisme perbankan
dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga perbankan akan semakin meningkat.

Sesuai dasar hukum dari penghimpunan dana oleh Bank tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2 yang disebut di atas.
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. Maka dapat dzpaharm pula bahwa kegzatan usaha bank pada pokoknya

' :mehpuu3(t1ga) benmkkegatanyaltu e ;

1 Menghlmpundana e
2. Menyalurkan dana _

: '3 Membenkan Jasa keuangan

menmgkatkan pemerataan permlnbuhan ekonoml danstabﬂitas nasmnalkcarah
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak Sedangkan ﬁmom uiama dari
perbankan Indonesm adalah sebaga1 penohlmpunan dan penyalur dana
masyarakat =

Mengalirnya dana masyarakat kepada Bank sebagal aklbat tawaran
fasilitas yang menarik dan p;hak Bank yang bempa tingginya suku bunga baik
dalam bentuk tabungan, giro, Inaupun depos;to ternyata berdampak pada
dibenkannya kemudahan»kemudahan dalam menyalurkan/ memberikan kredit
kepada masyzu akat pengguna jasa Bank sehmgga umbul berbagal masala.h

atau penylmpancam penyzmpan gan.

11, Permasalahan.

+ Diatas telah disebutkan bahwa fungsi bank adalah menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat. Timbul pertanyaan bagaimana cara agar dana
masyarakat yang dihimpun Bank serta penyaluran dana kepada masyarakat
aman ?

1. Pembahasan.

Apabﬂa berbicara tentang lembaga Keuvangan Bank, adadua 1st11ah yang

peﬂu dijelaskan lebih dahulu, yaitu Perbankan dan Bank.
Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
disebutkan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank,
mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya.

Sedangkan Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.?

* Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
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. Keaiatan Bank Dalam Penghlmp;man Dand Masyamkat k -

o Berdas arkan deﬁn151 tadi, dapat d19aham1 bahwa pengertlan Perbankan N
it 1eb1h luas dlbandm gkan dengan pengertian Bank; Pengeman Perbankan

_ merupakan rumusan umum yang abstra}{ mencakup 3 (tlga) aspek utama ymtu
e KelembagaanBank s I _

7. Keglatan usahaBank ) [T T I OIoT S RO Ep

3 ara dan proses pelaksanaan kegmtan usaha Bank

il _Sedaackan pengeman Bank mempakan mmusan yanc lebih konknt
e 'akupz(dua)aspekutamaymm e

" ‘a. Badan Usaha Bank (corporate company)

'-'b Kegxatan usaha Bank SR et

Dan pen gemau seperu tersebut dlatas secara sederhana dapat
dlkemuMkan disini, bahwa Bank adalah suatu Badan usaha yang berbadan
hukum yang bergerak dibidangjasa keuangan, Bank sebagai badan huknm
berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat
mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Dengan demikian dapat dirumuskan
pula, hukum perbankan pada dasarnya adalah serangkaian kaidah, yang
dimaksud disini adalah baik’ yang terdapat daiam hukum posmf maupun dalam
praktlk perbankan.

- Landasan yunchs perbankan d1atur dalam Undang—Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan.

. Bank adalah badan Usaha yang menglnmpun dana dan masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan ataa bentuk- bentuk lamnya dalam rangka memngkatkan taraf
mdup rakyat banyak. . -

‘Simpanan tersebut ada yang berbentuk Deposﬁo G1ro tabungan, atau
benmk lain yang dipersamakan dengan itu. Adapun landasan hukum kegiatan
menghimpun dana masyarakat terkandung dalam Pasal 16 Undang—Undang
Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan :

(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperolehizin usaha sebagat
Bank Umnum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indone-
sia, kecuali apa bila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud
diatur dengan Undang-undang tersendiri.

(2) Untuk memperolehizin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan
sekurang-kurangnya tentang :

a. Susunan organisasi dan kepengurusan;

b. Permodalan;

I~
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d Keahhan dlbidang Perbankan

Y- Kﬁlayakan rencana kerja _ i : :
(3) Persyaratan dan tata cara penzman bzmk sebavaxmana dz maksud dalam

ayat (2) d1tetapkan oleh Bank Indonesm ' il

o Perbankan Indonesm dalam melaksanakan usahanya berdasarkan -
- ;demokrasx ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip} kehati-.
" hatianitn dalam praktek perbankan diterjemahkan kedalam dua pencrert:l' 0
1. Pnn31p kehaﬁ—hauan terkait denganmasalah’ performen Debmxr olehkarena
" itusebelum kredit diberikan Bank harus terlebih dahulu memenksa dan
menyehdJk; kwalitas calon De‘mtmnya Hanya calon Debitur: yang mermnenuhi
i Kriteriadan kwah:ﬁkas1 tertentu sajalah yang permohonan kredﬂ:nya dapat
a8 _.;dikabulkan :
2.. Prinsip kehau»hauan terkalt dengan rnas alah Jamman untuk membayar
. hutang~hutangnya manakala Debxtumya defauit atau colaps -

Dalam Undang»Undang N omor: 10 Tahun 1 998 Pasal 8 ayat (1)
mengatakan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah,Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalamatas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur
untuk melunasi utang-utangnya atau mengembalikan pembmyaan dimaksud
sesual dengan yang diperjanjikan.

- Besarnya perhatian Undang-Undang perbankan terhadaps masalah ] armnan/
agunan disebabkan oleh pentingnya peranan jaminan sebagai pintu terakhir
dalam upaya bank untuk melancarkan dan mengamankan kredit yang telah
dikeluarkan. Vitalnya arti jaminan bagi Bank mengharuskan Bank meneliti secara
seksama kwalitas barang jaminan Debitur. Tanpa jaminan yang berkwalitas
dari debitur Bank akan suht menaglh pmjamannya kalau Debltumya mgkar
janji.

Prinsip kehati-hatian Bark dalam menyalurkan kredit kepada calon
Debitur nampak jelas dalam proses pemberian kredit. '

Tahap tahap yang harus di__tcmp_uh olah calon Debitur adalah:

Tahap pengajuan permohonan dan persiapan kredit.
Tahap pemlaian dan pemeriksaan.

Tahap analisis kredit.

‘Tahap keputusan kredit

"Tahap pelaksanaan dan administrasi kredit

‘Tahap pengawasan

Al e




o Keﬂmtaa Ban!\ Daldm Penghlmpunaa Dana ‘Vldsyaral\at_

Sebelum kredlt chkucurkan kepada calon Debitur mutlak harus diadakan -~ .

- analisasecara ak.urai; mengenai kOlldlSI Debltur sehm gga tadak tezj jadi kredlt
' _bermasalah (kredit macet)

§ _Penilaian Bank sebelum menwucurkan kredztnya kepada calon Debltu:

akan berdasarkan pada faktor— aktor Watak (Character) Jamman (Collat-

Pemla;an terhadap karaktcr perlu dliakukan untu.k mengetahm mkad bajk
“dan’ ke_] ujuran Nasabah Deb1tur untuk membayar kembah ke edzt yang
'dztemnanya. i
20 Capaczty adalah kemampuan caion Debltur untuk mencendahkan mengatur
-dan menguasai bidang usahanya, sehmgga dengan demﬂqan diharapkan calon
dibitur dapat membayar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. -

3. Capital (modal) perlu diketahui jurniah modal yang dimiliki calon Debitur
cukup memadai untuk menjalankan usahanya. KredltBank berfungsi sebagat
tambahan.

4. 'Collateml (jaminan) adalah barang~barang yang dapat digunakan sebagai
jaminan, Barang-barang ini mempakan kekayaan yang dimiliki Debitur yang

“dapat digunakan sebagai jaminan guna pelunasan hutangnya. Fungsi agunan
“itu adalah apabila Debltur tidak dapat membayar kreditnya maka agunan ini
dapat dijual oleh pihak Bank (Erman Rajagugguk, 1992,16).

5. Condition of Economy adalah situasi dan kondisi ekonorm pada saat kredit

dlbenkan

| Secara teontls The five C s of credit analysw int merupakan pedoman
yang baik bagi Bank untuk menghindari terjadinya kredit macet karena
mengandang tiga unsur pokok yaitu:. :

1. Faktor subyektif ( moral )

2. Faktor obyektif yang berkenaan dengan orgamsasz admnustrasa modal dan
~keadaan ekonomi.

3. Faktor yuridis yang berkenaan dengan struktur yuridis dari badan usaha
penerima kredit *
~Pedoman lain yang dapat juga digunakan adalah personality purpose

payment dan prospek atau yang biasa disebut formula 4P,

* Prof DR Mariam Darus, Badrul Zaman,S H. Perjanjian Kredit Bank, Penerbit
Alumni, 1983, hal 72,
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.'.Formu}a 4 P dapat dz;abarkan secmanngkas sebagal benkut

” 5_1_'. ':'_Personalzzy, adalah kepnbadlan dari calon Debitur, Pihak Bank harus
- ‘mencar data tentang riwayat hldup dari Debitur Imsalnya pengalaman
e l_usahanya dan pergalﬂannya dalam masyarakat ' .

_ada}ah masa depan dan usaha c&on Debnur Amwa B ank harus

.. ) 2 - :Prospek”

~dengan. cermat menilai apakah usaha yang.akan diberikan kredit: it

- mempunyai masa depan yang cerah atau tidak baik- dltmjau darl seg1
o keuangzm pemsahaan naupun dan segi perkembangan perekonoml g
“3. ‘Purpose, adalah maksud- atau tujuan peminjaman kredit oleh perusahaan
- dalam hal ini Bank harus dapat: memla; apakah pmj aman krecht 1tu untuk
. pengembangan usaha atan konsumiif,
4. Payment, adalah pembayaran dari Debxtur artinya pihak Bank harus
. mengetabni kemampuan calon Debitrnya untuk mengembalikan kredlmya
- baik dilihat dari jangka waktunya maupun dari segl besarnya gumlah
angstran. (Barcehus Ruru, 992;7). T

-Landasan hukum dalam penghnnpunan dana masyarakat tex cantum dalam
pasaZ{ 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

... Dalamayat 3 (tiga) pasal tersebut dikatakan bahwa, mengenai persya:atan
maupun tata cara perizinan Bank dltetapkan oleh Bank Indonesia. G

.. Sehubungan dengan perijinan Bank dalam penghimpunan dana tersebut,
maka keg:atan penghimpunan dana dari masyarakat oleh siapapun pada
dasamnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan
itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada plhak yang
menghimpun dana.

Dengan diberikannya ijin berdirinya suatu Bank oleh Bank Indonema
berarti Bank tersebut akan mendapat pengawasan dari Bank Indonesxa dalam
menjalankan aktivitasnya,

Pendirian Bank Umum diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia No: 32/33/KEP.DIR. tentang Bank Umum tanggal 12 Mei
1999. .

Bila dicermati syarat-syarat pendirian Bank Umum tersebut tampak bahwa
modal yang harus disediakan relatif cukup besar. Tampaknya pimpinan Bank
Indonesia meyakini bahwa Bank sebagai Badan Usaha mempunyai karakteristik
tersendiri jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Hal ini terlibat bahwa
Bank Indonesia tidak serta merta mengeluarkan ijin usaha walaupun modal
sudah ada.

Mencermati persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mendirikan Bank
seperti tercanfum dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut
diatas, agaknya pernerintah tidak ingin mengulangi kekelirnan dimasa latu ketika
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Lo Keﬂlatan Bank Daiam Penuhzmgundn Dana Masyara.kat _. ;.

- _ muncul Paket Kebljaksanaan dlbldang Perbankan pada tahun 1988 yang lebih - B |

G dxkenal dengan ‘Pakto 887, -

0 Jika dlcermati Pakto 88 tersebut syarat—sya_rat untuk mencimkan bank
'_tldak terlalu sulit sehingga bz ank yang dikelola tidak secara profesional
sehmgga keberadaan Bank sebagai lembaga penghnnpun dana yang aman,
pada waktu itu tidak terjamin sehingga perlu landasan hukum Perbankan harus

- '-menjad1 Undang—Undang Nomor 10 Tahun 1998."

'-_'-Kesunpu}an B : k o :

-1_._-Fungs1 da_n pada Bank adalah menglnmpun dan menyalurkan dana

e -'masyarakat P

2. Dalam penghlmpun da.na masyarakat dalam bentuk sxmpanan hanya dapat
: -dllakukan oleh BankUmum Ba:ﬁcPeﬂu‘emtan Rakyat yang telah mendapat
' izin dari Bank Indonesia.

3 'Kegiatan menghimptin dana dari masyarakat pada dasamya mempakan

*kegiatan yang perludiawasi. -

4. Persyaratan pendlnan Bank harus di persuht dan mendapat izin Bank
-3'Indon651a s
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